
BUPATITUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 84 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Bupati Tuban Nomor 175 Tahun 2021 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban, maka perlu dilakukan perubahan 

dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan 

peraturan Perundang - undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tuban tentang Perubahan Kesatu Peraturan 

Bupati Tuban Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ((Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186): 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



Menetapkan 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri B Nomor l}; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 

2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 

07); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahu:p. 2020 Seri B Nomor 4 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133}; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2016 seri D Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda 

Nomor 14 

Susunan 

Ka bu paten 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 154); 

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 75 Tahun 2021 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban (Lembaran Berita Kabupaten Tuban 

Seri D Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PEMANFMTAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYMN 
DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Bupati adalah Bupati Tuban. 

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tuban. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tuban. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Retribusi Pemakian Kekayaan Daerah yang selanjutnya 

disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah 

berupa penyewaan tanah dan bangunan. 

7. Tanah dan Bangunan adalah tanah dan bangunan yang 

menjadi obyek retribusi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Tuban dan dikelola oleh Badan. 

8. Lahan adalah lahan yang menjadi .obyek retribusi yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tuban dan dikelola 

oleh Badan. 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 
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1 0. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 

penghargaan at.as kinerja tertentu dalam melaksanakan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

11. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan 

Pajak daerah yang diteta.pkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara 

triwulan. 

12. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan melekat pada 

gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, 

tunjangan jabatan struktural / fungsional, dan / a tau 

tunjangan beras. 

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

( 1) BPKPAD yang melaksanakan pemungutan pajak dan 

retribusi menganggarkan insentif dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

berkenaan. 

(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke 

dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis 

belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, obyek 

belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, rincian obyek 

belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak dan 

retribusi, serta rincian obyek belanja insentif bagi 

KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan retribusi. 

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru 

yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14A 

Keseluruhan nomenklatur BPPKAD dalam Peraturan Bupati 

Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk selanjutnya 

harus dimaknai sebagai BPKPAD Kabupaten Tuban. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 25 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

An/ 
BUDI WIYANA 

Ditetapkan di Toban 

pada tanggal 25 Januari 2022 

BUPATI TUBAN, 

ADITYA HALINDRA FARIDZKY 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI B NOMOR 1 


